
BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR 
NOMOR 5# TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR 

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,
Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan 

dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN), perlu segera menetapkan bendahara Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir 
Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang 
Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 151, Tambahan Lembaraii Negara Republik 
Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang....... /



6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 193);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 
* tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor
6);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 
2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah;

19. Peraturan.... ,...../



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 
Nomor 67 Seri F Nomor 540);

23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang 
Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : ^
KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan 
fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan 
ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di 
dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya.

Ditetapkan di Pangururan 
pada tanggal 2019

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
4. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
6. Yane bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR 
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL: ^  2019
TENTANG: PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA 
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

NO NAMA NIP NAMA FKTP

1. RONIA RUMONDANG NAINGGOLAN 19860813 201001 2 024 PUSKESMAS BUHIT

2. RIDA AGNES SITUNGKIR 19780213 201412 2 002 PUSKESMAS SIMARMATA

3. WAHYUNI ERLIAN PURBA 19790625 200604 2 006 PUSKESMAS AMBARITA

4. YULYANA SAGALA 19850730 201101 2 012 PUSKESMAS TUKTUK SIADONG

5. LERSINDE PURBA 19790717 201001 2 024 PUSKESMAS LONTUNG

6. MELI WATI 19791126 200604 2 005 PUSKESMAS RONGGURNIHUTA

7. EPI MAGDALENA LIMBONG 19881008 201001 2 011 PUSKESMAS LIMBONG

8. DEBBY ANDRIANI SINAGA 19770203 200604 2 006 PUSKESMAS HARIAN

9. ERNAULI TIARASI SIMANJUNTAK 19770214 200804 2 001 PUSKESMAS MOGANG

10. LISA E. S. SIMANJUNTAK 19870921 200101 2 020 PUSKESMAS SIRAIT

11. LISDA ERNAWATI.SIHOMBING 19870504 201504 2 001 PUSKESMAS SITIOTIO

12. NAVOLION SIANIPAR 19810828 200604 1 003 PUSKESMAS ONANRUNGGU

BUPATI SAMOSIR,

IN SIMBOLON


